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MISPERSEPSI DALAM SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN DAN PELUANG 
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA 
MISPERCEPTION IN SOUTH CHINA SEA DISPUTE AND OPPORTUNITY FOR 
INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY 
 




Abstrak--Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan mispersepsi antarnegara 
pengaku kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, serta melihat peluang diplomasi pertahanan 
Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki dua bagian 
analisis utama. Bagian pertama berisikan analisis mengenai persepsi dan mispersepsi negara-
negara yang memiliki klaim kedaulatan di wilayah maritime yang berpotensi bereskalasi menjadi 
konflik kekerasan. Untuk bagian pertama ini peneliti akan menggunakan pendekatan persepsi 
dan mispersepsi dalam politik internasional. Bagian kedua berisikan analisis mengenai peluang 
diplomasi pertahanan Indonesia untuk meredam mispersepsi antarnegara dan meningkatkan 
sikap saling percaya untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah maritim ini. Untuk bagian kedua 
ini peneliti akan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan. Secara akademik dan empirik, 
Penelitian ini akan berkontribusi  memberikan  alternative pemahaman dan masukan 
kebijakan terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan melalui analisis yang memiliki sandaran 
teoritik yang jelas (theory-informed analysis). 
Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, persepsi, mispersepsi, diplomasi pertahanan 
 
Abstract--This study aims to understand the perception and misperception of the claimant states 
in the South China Sea disputes and examine the opportunities for Indonesia's defense 
diplomacy. Using qualitative method, this study proceeds with two main parts. The first part 
analyzes the prospect of conflict escalation caused by the perception and misperception among 
the claimant states in the South China Sea disputes. The authors employ perception and 
misperception approach in International Relations in the analysis. The second part of the study 
examines the opportunities for Indonesia's defense diplomacy in reducing the misperception, 
mitigating the confict escalation as well as increasing mutual trust and confidence among the 
conflicting parties. In this second part, the authors make use of "defense diplomacy" as the 
conceptual tool. This study is academically and empirically significant as it contributes by giving 
alternative understanding on the South China Sea disputes as well as research-based and theory-
informed policy recommendation. 
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Latar Belakang: Diplomasi Pertahanan 
Indonesia 
Sebagaimana disinggung di bagian 
sebelumnya, pendekatan diplomasi 
selama ini menjadi fokus utama 
pemerintah Indonesia dalam menangani 
isu Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah 
aktivitas diplomatik, baik bilateral 
maupun multilateral, telah dijalankan 
pemerintah Indonesia terutama sejak 
dekade 1990-an. Pada dekade 1990-an, 
misalnya, Indonesia menginisiasi 
Workshop Process on Manging Potential 
Conflicts in the South China Sea.
 Meskipun tidak dimaksudkan 
untuk menyelesaikan sengketa wilayah 
itu sendiri, inisiatif diplomatik ini telah 
berhasil mempromosikan dialog diantara 
pihak-pihak yang berkepentingan dan 
memulai proses pembangunan rasa 
saling percaya. Keberhasilan aktivitas 
diplomatik di era 1990-an ini dapat dilihat 
hasilnya pada penandatanganan 
Deklarasi Perilaku (Declaration on the 
Conduct of                                                                                                                                                                              
Parties in the South China Sea) pada tahun 
2002 yang kemudian menjadi dokumen 
referensi utama terkait pengelolaan 
potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan. 
Singkatnya, pendekatan diplomatik yang 
diambil Indonesia pada era 1990-an telah 
berhasil meletakkan fondasi upaya- upaya 
pengelolaan dan penyelesaian potensi 
konflik di Laut Tiongkok Selatan secara 
damai. 
Memasuki abad ke-21, unsur-unsur 
pertahanan mulai memperkuat 
pendekatan diplomatik Indonesia di isu 
Laut Tiongkok Selatan. Hal ini 
dimungkinkan dengan konsolidasi 
demokrasi dan reformasi sector 
keamanan yang mulai menampakkan 
hasilnya pada dekade 2000-an5. 
Perubahan doktrin telah memungkinkan 
TNI dan komunitas pertahanan untuk 
lebih melihat ke luar (outward-looking) 
dengan lebih memerhatikan dinamika 
geopolitik yang terjadi di kawasan. 
Selain itu, kondisi perekonomian yang 
mulai membaik pada pertengahan 2000-
an juga memungkinkan peningkatan 
anggaran secara konsisten untuk 
penguatan kekuatan dan kemampuan 
TNI. Kekuatan pertahanan maritim yang 
lebih mumpuni berfungsi menopang 
                                                             
5 Mengenai Reformasi Sektor Keamanan 
Indonesia lihat diantaranya Tim ProPatria, 
Reformasi Sektor Keamanan Indonesia (Jakarta: 
ProPatria, 2004); Ali A. Wibisono, Broto 
Wardoyo, and Yandry Kurniawan, Satu Dekade 
Reformasi Militer (Jakarta: PACIVIS-UI, 2008); 
Jurgen Ruland and Maria-Gabriela Manea, “The 
Politics of Military Reform in Indonesia and 
Nigeria,” in The Politics of Military Reform: 
Experiences from Indonesia and Nigeria, ed. 
Jurgen Ruland, Maria-Gabriela Manea, and Hans 
Born (New York: Springer, 2013), 3–25. 
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aktivitas-aktivitas diplomatik Indonesia di 
isu Laut Tiongkok Selatan. 
Perkembangan wacana diplomasi 
pertahanan di lingkungan komunitas 
pertahanan dapat dilihat, salah satunya, 
melalui buku putih pertahanan yang dirilis 
oleh Kementerian Pertahanan. Buku 
Putih Pertahanan 2003 yang diberi judul 
Mempertahankan Tanah Air Memasuki 
Abad 21, yang merupakan buku putih 
pertama pasca Reformasi, belum 
menyebut istilah ―diplomasi pertahanan. 
―Kekuatan diplomasi dan―kekuatan 
ekonomi masih ditempatkan bersama 
dengan ―pertahanan negara sebagai 
upaya mewujudkan keamanan nasional6. 
Berselang lima tahun, Kementerian 
Pertahanan kembali merilis buku putih. 
Dalam penekanannya mengenai strategi 
pertahanan defensif aktif, Buku Putih 
Pertahanan Indonesia 2008 menyebutkan 
bahwa diplomasi adalah garis 
terdepan/menyinggung perihal 
pentingnya mengembangkan diplomasi 
pertahanan dengan mengedepankan 
bentuk kerjasama yang bersifat jangka 
panjang dengan negara-negara anggota 
ASEAN dan negara mitra melalui forum-
forum multilateral seperti ASEAN Plus 
                                                             
6 Lihat Buku Putih: Mempertahankan Tanah Air 
Memasuki Abad 21 (Jakarta: Departemen 
Pertahanan Republik Indonesia, 2003). 
Tiga, ASEAN Plus Enam dan ASEAN 
Regional Forum (ARF)7. Diplomasi 
pertahanan akhirnya mendapat perhatian 
yang cukup besar dalam Buku Putih 
Pertahanan Indonesia yang dirilis tahun 
2015. Dalam buku putih ini, diplomasi 
pertahanan ditempatkan dalam 
kerangka pembinaan kemampuan 
pertahanan militer sebagai salah satu 
tugas Kementerian Pertahanan. 
Disinggung juga perihal diplomasi 
pertahanan sebagai upaya Indonesia 
untuk meredam konflik internasional 
dengan memperbesar persamaan dan 
memperkecil perbedaan diantara pihak 
yang terlibat dalam konflik8. Selain itu, 
diplomasi pertahanan juga dikedepankan 
melalui optimalisasi fungsi Atase 
Pertahanan pada Perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri serta kerjasama 
multilateral dan bilateral di bidang 
pertahanan9. 
Setidaknya secara teoritis, 
diplomasi pertahanan yang dilakukan 
oleh Indonesia bertujuan untuk 
meminimalisir dampak dari mispersepsi 
diantara negara-negara yang 
                                                             
7 
Lihat Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (Jakarta
: Departemen Pertahanan Republik 
Indonesia, 2008). 
8 
Buku Putih Pertahanan Indonesia (Jakarta: Kemente
rian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), 32. 
9 Ibid., 40. 
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berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan. 
Sebagaimana dibahas di bagian 
sebelumnya, mispersepsi dapat 
mengakibatkan ketegangan atau bahkan 
konflik bersenjata antar negara ketika 
negara-negara tersebut saling menaksir 
terlalu tinggi ancaman yang dihadirkan 
satu sama lain. Ketiadaan informasi yang 
akurat terkait intensi membuat negara 
cenderung melekatkan ―intensi pada 
―kapabilitas. Dengan kata lain, ketika 
suatu negara melihat negara lain 
melakukan peningkatan kekuatan militer, 
meskipun sebenarnya untuk keperluan 
defensif, hal tersebut biasanya dikaitkan 
dengan intensi bermusuhan (hostility) 
dan revisionis. Sebagai respon, negara 
pertama akan ikut meningkatkan 
kekuatan militernya sendiri. Akan tetapi, 
di banyak kasus negara-negara seringkali 
gagal memahami bahwa peningkatan 
kekuatan militernya juga dapat dilihat 
sebagai sinyal bermusuhan dari negara 
lain. Dengan kata lain, negara cenderung 
menganggap bahwa peningkatan 
kekuatan militernya sebagai sesuatu yang 
dapat dibenarkan sambal melihat bahwa 
peningkatan kekuatan militer yang 
dilakukan oleh negara lain sebagai bentuk 
ancaman. 
Dengan kata lain, melalui 
diplomasi pertahanan, Indonesia 
mencoba untuk memperkecil peluang 
meningkatnya ketegangan di Laut 
Tiongkok Selatan dengan meningkatkan 
rasa saling percaya (confidence- building 
measures) dan transparansi terkait 
intensi dan kapabilitas diantara negara-
negara yang berkepentingan. 
Peningkatan intensitas dan kualitas 
interaksi antara negara-negara yang 
bersengketa, setidaknya secara teoritis, 
dapat meminimalisir peluang terjadinya 
konflik akibat mispersepsi. Hal ini 
terutama penting mengingat pihak-pihak 
tertentu yang terlibat dalam sengketa 
Laut Tiongkok Selatan, khususnya 
Tiongkok, selama ini diragukan 
intensinya. 
Setidaknya sejak tahun 2003, 
pemerintah Tiongkok telah berupaya 
mempromosikan narasi ―kebangkitan 
Tiongkok secara damai (China’s peaceful 
rise theory) untuk menggantikan teori 
―ancaman Tiongkok (China’s threat 
theory) yang sebelumnya mendominasi 
pemikiran di kalangan pengambil 
kebijakan negara-negara di kawasan10. 
Pada tahun 2011, pemerintah Tiongkok 
merilis satu dokumen yang khusus 
                                                             
10 Jian Yang, “The Rise of China: Chinese 
Perspectives,” in The Rise of China and 
International Security: America and Asia 
Respond, ed. Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato 
(New York: Routledge, 2009), 20. 
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membahas mengenai pembangunan 
Tiongkok secara damai11. Disebutkan di 
dalam dokumen tersebut, antara lain, 
bagaimana pengalaman sejarah membuat 
Tiongko sangat menghargai perdamaian 
dan kebutuhan akan pembangunan. 
Tujuan akhir dari diplomasi global 
Tiongkok adalah menciptakan lingkungan 
internasional yang stabil dan damai 
sehingga kondusif untuk melanjutkan 
pembangunan. Seirama dengan itu, 
dokumen China’s Military Strategy yang 
dirilis tahun 2015 menekankan bahwa 
Tiongkok akan terus melanjutkan 
pembangunan secara  damai, 
menjalankan kebijakan luar negeri yang 
independen untuk mewujudkan 
perdamaian, menerapkan kebijakan 
pertahanan yang defensif, melawan 
hegemonisme dan politik kekuatan 
(power politics) dalam bentuk apapun 
serta tidak akan pernah mencoba 
mewujudkan hegemoni dan ekspansi 
wilayah12. Terakhir, dalam dokumen 
China’s Policies on Asia-Pacific Security 
Cooperation pemerintah Tiongkok 
menekankan komitmennya untuk 
menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok 
                                                             
11 Lihat “China’s Peaceful Development” (Beijing: 
The State Council Information Office of the 
People’s Republic of China, 2011). 
12“China’s Military Strategy” (Beijing: The State Cou
ncil Information Office of the People’s 
Republic of China, 2015). 
Selatan secara damai melalui proses 
negosiasi dan konsultasi; mencapai 
kesepakatan terkait aturan dan 
mekanisme pengelolaan sengket, dan; 
menjaga perdamaian dan stabilitas serta 
kebebasan perlayaran dan penerbangan 
di Laut Tiongkok Selatan13. Tiongkok, 
dengan kata lain, percaya penguatan 
kapasitas pertahanan yang dilakukannya 
adalah tindakan yang alamiah dan 
seharusnya dapat dimengerti oleh 
negara-negara lain. 
Sejumlah kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah Tiongkok, namun 
demikian, membuat negara-negara di 
kawasan meragukan komitmen yang 
dimuat di dalam pernyataan-pernyataan 
resminya. Selain anggaran pertahanan 
yang terus meningkat dan pengadaan 
senjata-senjata ofensif seperti kapal 
induk, kapal selam dan pesawat tempur 
generasi teranyar, Tiongkok juga terus 
memperluas proyeksi kekuatannya. Sejak 
akhir 2013, Tiongkok telah secara intensif 
melakukan reklamasi di fitur-fitur yang 
didakunya di Kepulauan Spratly. Tiongkok 
meyakinkan negara-negara di kawasan 
bahwa proyek reklamasi di Kepulauan 
                                                             
13Lihat The State Council of the People’s Republic of
 China, “Full Text: China’s Policies on Asia-
Pacific Security Cooperation,” 2017,http://english.
gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_28
1475539078636.htm. 
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Spratly sepenuhnya dimaksudkan untuk 
tujuan-tujuan damai seperti operasi SAR, 
mitigasi bencana, penelitian maritim, 
observasi meterologi dan tidak akan 
mengganggu kelancaran dan keamanan 
navigasi14. Dalam perkembangannya, 
proyek reklamasi di Kepulauan Spratly 
menimbulkan kekhawatiran di negara-
negara lain di kawasan. Di atas pulau-
pulau buatan ini Tiongkok menggelar 
sejumlah aset pertahanan seperti radar, 
sistem pertahanan udara, landasan 
pesawat dan pusat dukungan logistik. 
Instalasi militer ini diyakini dapat 
meningkatkan secara signifikan 
kemampuan militer Tiongkok untuk 
memperluas area operasinya di Laut 
Tiongkok Selatan dan sekitarnya15. 
Penguatan postur pertahanan, 
sebagaimana disinggung diatas, 
memungkinkan pendekatan diplomatik 
yang diambil pemerintah Indonesia untuk 
menjamin perdamaian dan stabilitas 
regional didukung oleh kekuatan 
pertahanan yang semakin kuat. Dalam hal 
ini pemerintahan Joko Widodo 
berkomitmen untuk melanjutkan 
                                                             
14“Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s R
egular Press Conference on April 9, 2015,” 
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic 
of China, 2015. 
15Ben Dolven et al., Chinese Land Reclamation in the 
South China Sea: Implications and Policy 
Options, CRS Report, 2015. 
rencana pewujudan Kekuatan Pokok 
Minimum (Minimum Essential Force/MEF) 
yang sudah berjalan sejak 2005. Tujuan 
akhir dari program ini adalah membangun 
postur pertahanan yang terdiri dari 
standby force, striking force dan peace- 
keeping operation yang memiliki daya 
tangkal (deterrence effect) yang tinggi 
pada tahun 2024. MEF yang terdiri dari 
tiga tahap kini telah memasuki tahap 
kedua (2015-2019) dengan sejumlah 
penyelarasan seperti penekanan pada
 aspek maritime sesuai dengan 
agenda pemerintahan Jokowi untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia. Dalam kajiannya 
mengenai diplomasi pertahanan 
Indonesia, Gindarsah (2015) merekam 
rencana pewujudan MEF dalam tiga 
tahap sejalan dengan perkembangan 
regionalisasi di ASEAN dalam rangka 
menciptakan Komunitas Politik dan 
Keamanan ASEAN16. 
Pembangunan kekuatan 
pertahanan maritim itu sendiri juga 
diuntungkan melalui upaya diplomasi 
pertahanan yang efektif. Selain untuk 
meningkatkan rasa saling percaya dan 
mencegah pecahnya konflik bersenjata di 
                                                             
16Iis Gindarsah, Indonesia’s Defence Diplomacy: Harn
essing the Hedging Strategy Against 
Regional Uncertainties, RSIS Working Paper, vol. 29
3, RSIS Working Paper (Singapore, 2015), 7. 
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kawasan, melalui diplomasi pertahanan 
yang mulai gencar dilakukan sejak 
periode 2000-an, Indonesia juga 
berupaya memperkuat kapabilitas 
pertahanannya melalui sejumlah 
kerjasama pertahanan serta 
pengembangan industri pertahanan17. 
 
Bilateral 
Dalam dua dekade terakhir Indonesia 
semakin aktif dalam membangun 
kedekatan melalui diplomasi pertahanan 
dalam kerangka kerjasama bilateral 
dengan negara-negara pendaku di Laut 
Tiongkok Selatan. Sebagaimana disebut 
di dalam Buku Putih Pertahanan 2015 
yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan, 
kerjasama bilateral di bidang pertahanan 
dimaksudkan sebagai upaya  merealisasi 
diplomasi pertahanan, yang 
penyelenggaraannya lebih dikembangkan 
untuk membangun saling percaya (trust-
building) dan mencari solusi damai bagi 
penanganan isu-isu keamanan yang 
menjadi perhatian18. Pewujudan rasa 
saling percaya ini berusaha dicapai 
dengan sejumlah program seperti 
kunjungan dan pertukaran personil, 
                                                             
17Lihat Idil Syawfi, “Aktifitas Diplomasi Pertahanan I
ndonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan 
Pertahanan Negara: 2003-
2008” (Universitas Indonesia, 2009). 
18 Buku Putih Pertahanan Indonesia, 72. 
latihan bersama, operasi militer 
terkoordinasi dan pengadaan serta 
pengembangan bersama sistem senjata19. 
Dalam periode 2009-2013, misalnya, 
Indonesia menjalin kerjasama yang cukup 
erat dengan dua negara pendaku di Laut 
Tiongkok Selatan yakni Tiongkok dan 
Malaysia. 
Dengan Malaysia, Indonesia telah 
menjalin kerjasama pertahanan sejak 
waktu yang cukup lama. Kedua negara 
menandatangani perjanjian keamanan di 
wilayah perbatasan tahun 1972. 
Kepentingan bersama untuk 
mengamankan wilayah perbatasan 
antara kedua negara menjadi salah satu 
alasan utama intensitas kerjasama 
pertahanan antara Indonesia dan 
Malaysia. Tercatat kedua negara 
menyelenggarakan sejumlah latihan dan 
operasi terkoordinasi di wilayah 
perbatasan. Bersama dengan Singapura, 
Indonesia dan Malaysia 
menyelenggarakan patroli terkoordinasi 
di Selat Malaka dalam kerangka Malacca 
Straits Sea Patrol (MSSP) sejak 2004. 
Untuk memperdalam pertukaran 
informasi dan intelijen, ketiga negara 
sepakat untuk memperluas kerjasama 
                                                             
19Gindarsah, Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessi
ng the Hedging Strategy Against Regional 
Uncertainties, 293:16. 
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dengan meluncurkan patroli udara 
terkoordinasi yang diberi sandi Eyes in 
the Sky pada tahun 2005 dan Intelligence 
Exchange Group (IEG) pada 2006. Pada 
bulan Juni 2017, menyusul sejumlah 
insiden perompakan dan penyanderaan, 
Indonesia dan Malaysia, bersama dengan 
Filipina, meluncurkan program patroli 
maritim terkoordinasi di Laut Sulu. 
Kerjasama pertahanan ini dimaksudkan 
untuk menerapkan model patroli 
terkoordinasi yang sudah berhasil 
dilakukan di Selat Malaka. Selain patroli 
perbatasan, Indonesia dan Malaysia juga 
aktif terlibat dalam latihan militer 
bersama termasuk Darsasa Malindo dan 
Malindo Jaya. Pada penyelenggaraan 
Maindo Jaya tahun 2014, angkatan laut 
Indonesia dan Malaysia melakukan 
latihan gabungan bersama yang 
melibatkan oseanografi, navigasi dan 
simulasi perang taktikal. Pasukan khusus 
dari kedua negara, Paskal dan Kopaska, 
juga dilibatkan dalam latihan tersebut. 
Melalui Malindo Jaya, kedua negara 
berharap dapat meningkatkan 
kompatibilitas antara personil angkatan 
laut untuk menghadapi ancaman-
ancaman di laut. Pada tahun 2016, 
Indonesia dan Malaysia menggelar 
latihan bersama Darsasa Malindo di 
wilayah Kuantan dan Kuala Kemaman 
yang berfokus pada penguatan kapasitas 
operasi kemanusiaan. 
Langkah-langkah diplomasi 
pertahanan Indonesia dengan 
Malaysia, khususnya untuk pengamanan 
wilayah perbatasan maritim diantar 
kedua negara, selain memperkuat 
kapasitas operasional pengamanan 
maritim kedua negara juga berpotensi 
memperdalam transparansi terkait 
kepentingan nasional dan intensi negara-
negara yang terlibat. Melalui patroli 
terkoordinasi di Selat Malaka dan Laut 
Sulu, diplomasi pertahanan Indonesia 
dapat telah memfasilitasi Malaysia untuk 
menunjukkan pada negara-negara di 
kawasan, termasuk para pendaku di Laut 
Tiongkok Selatan, bahwa kepentingan 
nasional utama yang ingin diamankan 
negara tersebut adalah terjaminnya lalu 
lintas maritim tanpa gangguan dari 
ancaman-ancaman trans-nasional di 
wilayah yurisdiksinya dan sekitarnya. 
Diplomasi pertahanan bilateral 
antara Indonesia dengan negara-negara 
pendaku di Laut Tiongkok Selatan juga 
dilakukan melalui kerjasama pengadaan 
sistem persenjataan. Sebagaimana 
disinggung di atas, kerjasama pengadaan 
persenjataan memberikan manfaat ganda 
bagi Indonesia. Pertama,
 sebagai bentuk diplomasi 
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pertahanan, kerjasama pengadaan 
persenjataan dapat meningkatkan rasa 
saling percaya dan transparansi. Hal ini 
dimungkinkan karena pembelian 
persenjataan biasanya diikuti dengan 
dukungan purna jual seperti pelatihan 
dan pemeliharaan. Dukungan pelatihan 
dan pemeliharaan berkala akan menjamin 
interaksi berkelanjutan antara Indonesia 
dengan negara pemasok senjata.
 Kedua, kerjasama pengadaan dan 
pengembangan bersama sistem senjata 
mendukung agenda pemerintah 
Indonesia dalam pembangunan kekuatan 
pertahanan. 
Di antara negara-negara pendaku di 
Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menjadi 
yang paling aktif menyuplai senjata ke 
Indonesia terutama sejak dekade 2000-
an. Setidaknya sejak awal abad ke-21, 
Tiongkok terus mengurangi 
ketergantungannya terhadap impor 
senjata, terutama dari Rusia, dan 
memberikan perhatian lebih besar 
kepada produksi dalam negeri dan 
eskpor. Sebagaimana dicatat oleh 
Stockholm International Peace Research 
Institute, pangsa pasar senjata produksi 
Tiongkok naik dari 3,8% menjadi 6,2% 
antara periode 2007-2011 dan 2012-201620. 
                                                             
20 SIPRI, “Increase in Arms Transfers Driven by 
Demand in the Middle East and Asia, Says 
Tiongkok kini menjadi penyuplai senjata 
terbesar di dunia setelah AS dan Rusia21. 
Tiongkok menjadi salah satu pemasok 
utama sistem senjata Indonesia terutama 
untuk jenis peluru kendali anti kapal 
permukaan (anti-ship missile), rudal 
permukaan ke udara (surface-to-air 
missile) dan beberapa jenis radar maritim. 
Selain pembelian senjata, Indonesia dan 
Tiongkok juga merintis kerjasama 
pengembangan pesawat terbang tanpa 
awak dan rencana pembuatan precision 
guided bomb (PGB) kerjasama ALIT 
(Aerospace Long-March International 
Trade) dan PT. Pindad. 
Selain dengan Tiongkok dan 
Malaysia, Indonesia juga aktif melakukan 
diplomasi pertahanan dengan negara-
negara pendaku Laut Tiongkok Selatan 
yang lain. Memorandum saling 
pengertian antara pemerintah Indonesia 
dan Brunei di bidang pertahanan 
ditandangani tahun 2003 dan telah 
diratifikasi tahun 2010. Angkatan Laut 
Indonesia saat ini mengoperasikan tiga 
korvet kelas Bung Tomo yang awalnya 
dibuat untuk angkatan laut Brunei. 
Kerjasama pertahanan dengan Filipina 
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dimulai dengan nota kesepahaman 
mengenai pembentukan Komisi Bersama
 Indonesia-Filipina tahun 1993. 
Selanjutnya, kerjasama pertahanan 
Indonesia-Filipina terus ditingkatkan 
melalui persetujuan tentang kegiatan 
bersama di bidang pertahanan dan 
keamanan tahun 1997 yang telah 
diratifikasi tahun 2007. Seperti 
disinggung di atas, kerjasama pertahanan 
antara Indonesia dan Filipina terus 
menguat menyusul meningkatnya 
ancaman keamanan maritim trans-
nasional di wilayah perbatasan kedua 
negara di Laut Sulu. Memorandum saling 
pengertian antara pemerintah Indonesia 
dan Vietnam tahun 2010 menjadi dasar 
penguatan kerjasama pertahanan antara 
kedua negara. 
Latihan militer bersama selama ini 
menjadi salah satu cara paling efektif 
dalam kerangka diplomasi pertahanan 
yang dilakukan Indonesia                                                                                                                                                                               
dengan negara-negara pendaku di Laut 
Tiongkok Selatan. Meskipun tidak secara 
khusus didesain dengan referensi 
sengketa Laut Tiongkok Selatan, 
sejumlah latihan bersama dengan negara-
negara pendaku dinilai efektif untuk 
meningkatkan transparansi dan rasa 
saling percaya diantara militer negara-
negara yang terlibat. Malaysia menjadi 
rekan Indonesia yang paling aktif dalam 
melakukan latihan militer bersama. Kajian 
yang dilakukan oleh Gindarsah mencatat 
militer kedua negara menggelar enam 
jenis latihan militer bersama baik yang 
bersifat reguler maupun non-reguler. 
Sebagaimana disinggung di atas, latihan 
militer bersama dengan Malaysia, dan 
juga kemudian Filipina, yang sebagian 
besar difokuskan pada operasi-operasi 
pengamanan wilayah perbatasan maritim 
terhadap ancaman trans-nasional telah 
mampu menekankan kepentingan 
nasional negara-negara terlibat yang 
tidak bersifat ofensif. Jika dilihat dari 
bentuk latihan yang digelar, baik 
Indonesia, Malaysia maupun Filipina, 
memiliki kepentingan utama dan bersama 
untuk menjamin kelancaran navigasi di 




Selain melalui kerangka bilateral, 
diplomasi pertahanan juga dilakukan oleh 
Indonesia dalam kerangka multilateral. 
ASEAN, dan forum-forum turunannya, 
menjadi wadah utama diplomasi 
pertahanan Indonesia. Kajian yang
 dilakukan Gindarsah (2015) 
mencatat ASEAN menyelengarakan 
rata-rata 75 pertemuan terkait 
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pertahanan dan keamanan dalam 
rentang waktu 2009-2014 dimana 
delegasi Indonesia memegang peranan 
aktif22. Jumlah ini naik signifikan dari rata-
rata 12 pertemuan per tahun dalam 
rentang waktu 1994-200823. 
Pertemuan Menteri Pertahanan 
ASEAN  (ASEAN Defense Ministerial 
Meetings/ADMM) dan ADMM-Plus 
menjadi salah satu forum diplomasi 
pertahanan utama dimana Indonesia aktif 
mengambil peran. ADMM dimaksudkan 
menjadi pusat (hub) interaksi antar 
institusi-intitusi militer di ASEAN dan 
negara-negara mitra untuk 
mempromosikan rasa saling percaya dan 
saling berbagi informasi (information-
sharing)24. Dalams salah satu tujuannya, 
ADMM menyatakan pentingnya 
mempromosikan rasa saling percaya 
melalui pemahaman yang lebih 
mendalam tentang ancaman-ancaman 
                                                             
22 Gindarsah, Indonesia’s Defence Diplomacy: 
Harnessing the Hedging Strategy Against 
Regional Uncertainties, 293:9. 
23 Evan A. Laksmana, “Indonesia’s Rising Regional 
and Global Profile: Does Size Really Matter?,” 
Contemporary Southeast Asia 33, no. 2 (2011): 
177. Lihat juga Evan A. Laksmana, “Defence 
Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects 
and Challenges,” in From “Boots” To 
“Brogues”: The Rise of Defence Diplomacy in 
Southeast Asia, ed. Bhubhindar Singh and See 
Seng Tan (Singapore: S. Rajaratnam School of 
International Studies, 2011), 71–89. 
24Gindarsah, Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessi
ng the Hedging Strategy Against Regional 
Uncertainties, 293:11. 
keamanan dan pertahanan serta 
penguatan transparansi dan keterbukaan 
di antara negara-negara di kawasan. 
Melalui forum-forum ini, Indonesia 
mendiskusikan dengan negara-negara 
kawasan dan luar kawasan sejumlah isu-
isu keamanan dan kerjasama praktikal di 
bidang-bidang yang menjadi kepentingan 
bersama25. Kepentingan untuk 
menghindari ketegangan di kawasan dan 
mempererat hubungan antar negara-
negara di kawasan juga terlihat dari 
tujuan ADMM-Plus. Dalam pertemuan 
pertama ADMM-Plus, menteri-menteri 
pertahanan ASEAN dan negara mitra 
menyepakati lima area fokus kerjasama: 
keamanan maritim, kontra-terorisme, 
bantuan kemanusiaan dan 
penanggulangan bencana, operasi 
penjaga perdamaian dan obat-obatan 
militer. 
ASEAN Regional Forum (ARF) 
adalah forum multilateral lain yang 
dimanfaatkan oleh Indonesia untuk 
secara aktif mempromosikan rasa saling 
percaya dan diplomasi preventif di 
kawasan. Dalam rentang waktu 2009-
2014, ARF menyelenggarakan rata-rata 19 
pertemuan setiap tahunnya26. 
                                                             
25 Ibid., 293:1 
26 Ibid., 293:13. 
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Dalam kaitannya dengan isu Laut 
Tiongkok Selatan, melalui forum-forum 
ASEAN Indonesia mempromosikan 
pentingnya mewujudkan tata kelola 
kawasan yang berbasiskan norma dan 
hukum internasional. Menyadari 
keterbatasannya sebagai negara non-
pendaku, pemerintah Indonesia menaruh 
harapan pada sosialisasi norma dan 
perilaku untuk menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi pengelolaan 
dan penyelesaian sengketa di Laut 
Tiongkok Selatan diantara negara-negara 
pendaku27. Titik tolaknya adalah 
pemahaman bahwa perdamaian dan 
stabilitas di kawasan adalah bukan hanya 
kepentingan Indonesia sendiri, tapi juga 
kepentingan bersama seluruh negara di 
dalam dan luar kawasan28. Meskipun 
secara institusional sulit untuk 
menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok 
Selatan melalui mekanisme multilateral 
ASEAN, pemerintah Indonesia meyakini 
bahwa hal tersebut adalah peluang 
terbaik yang dimiliki oleh negara-negara 
di kawasan untuk mengelola potensi 
                                                             
27 Damos Dumoli Agusman, “Wawancara Dengan 
Dr. Damos Dumoli Agusman, Sekretaris 
Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian 
Internasional” (Jakarta, 2017). 
28 Ibid. 
konflik di Laut Tiongkok Selatan agar 
tidak tereskalasi29. 
Penekanan Indonesia pada hukum 
internasional dalam melihat sengketa di 
Laut Tiongkok Selatan dapat dipahami 
mengingat kedaulatan wilayah dan 
integritas teritorial Indonesia sebagai 
sebuah negara kepulauan sendiri dijamin 
dan dilegitimasi oleh Hukum Laut 
Internasional30. Penghormatan terhadap 
norma dan hukum internasional, dengan 
kata lain, bernilai strategis bagi Indonesia. 
Selain dalam kerangka bilateral, 
Indonesia juga aktif melakukan diplomasi 
pertahanan melalui sejumlah latihan 
militer bersama multilateral. Sejak 2010, 
Indonesia ikut ambil bagian dalam latihan 
bersama maritim terbesar di dunia, Rim 
of the Pacific Exercise (RIMPAC). 
Diinisiasi oleh AS dan diadakan dua tahun 
sekali, RIMPAC juga diikuti oleh beberapa 
negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan 
yaitu Filipina, Malaysia dan Tiongkok 
serta dua negara anggota ASEAN lain, 
                                                             
29 Posisi diplomatik bahwa sengketa Laut 
Tiongkok Selatan merupakan isu kawasan dan 
internasional sebelumnya juga aktif 
dipromosikan oleh Filipina, terutama sebelum 
masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. 
Lihat Charmaine G. Misalucha, “U.S.-Philippines 
Security Ties: Building New Foundation?,” Asian 
Politics & Policy 8, no. 1 (2016): 51–61. 
30 Lihat John G. Butcher and R. E. Elson, 
Sovereignty and the Sea: How Indonesia 
Became an Archipelagic State (Singapore: 
National University of Singapore Press, 2017).                                                                                                                                                                               
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Thailand dan Singapura. Selain RIMPAC, 
Indonesia juga berpartisipasi dalam 
latihan militer yang diinisiasi oleh AS dan 
Thailand yang diberi sandi Cobra Gold. 
Malaysia menjadi salah satu partisipan 
dalam Cobra Gold sementara Tiongkok, 
pada pelaksanaan tahun 2017, ikut serta 
sebagai salah satu pengamat. 
 
Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia 
di Laut Tiongkok Selatan 
Indonesia memiliki kepentingan 
geostrategis yang besar di Laut Tiongkok 
Selatan. Potensi ketidakstabilan dan 
konflik bersenjata di Laut Tiongkok 
Selatan akibat mispersepsi coba 
ditanggulangi oleh Indonesia melalui 
serangkaian aktivitas diplomasi 
pertahanan baik dalam kerangka bilateral 
maupun multilateral. Kedepannya, 
terdapat sejumlah peluang bagi 
Indonesia untuk terus melanjutkan upaya 
mewujudkan kepentingan nasionalnya di 
Laut Tiongkok Selatan. 
Pertama, posisi Indonesia sebagai 
negara non-pendaku memberikan ruang 
diplomatik yang relatif besar bagi 
Indonesia untuk terlibat aktif mengelola 
potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan 
melalui aktivitas diplomasi pertahanan. 
Secara diplomatik Indonesia dapat terus 
melanjutkan perannya sebagai honest 
broker dalam menengahi negara- negara 
pendaku Laut Tiongkok Selatan. 
Kedua, diplomasi pertahanan 
Indonesia yang lebih aktif di Laut 
Tiongkok Selatan didukung dengan arah 
kebijakan luar negeri yang semakin aktif 
dan outward looking terutama pada dua 
pemerintahan terakhir yang dipimpin 
oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Jokowi. Kebijakan luar negeri yang 
proaktif dan outward looking ini 
dimungkinkan setelah konsolidasi politik 
dan demokratisasi yang terus 
menunjukkan tren positif dalam dua 
dekade terakhir. Krisis multidimensi dan 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang 
terjadi pada akhir dekade 1990-an 
memaksa untuk mengambil posisi 
defensif dalam kaitannya dengan politik 
luar negeri. Kondisi ekonomi yang terus 
membaik dan sistem politik demokrasi 
yang semakin dewasa memungkinkan 
pemerintah untuk memberikan perhatian 
yang lebih besar terhadap persoalan-
persoalan luar negeri yang dianggap 
menjadi kepentingan nasional Indonesia. 
Hal ini misalnya ditunjukkan dengan 
aktivisme Indonesia dalam mewujudkan 
Komunitas ASEAN, forum-forum ekonomi 
seperti G20 serta inisiatif-inisiatif seperti 
Forum Demokrasi Bali. Dalam kaitannya 
dengan Laut Tiongkok Selatan, politik 
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luar negeri yang proaktif berarti kesiapan 
pemerintah Indonesia untuk memainkan 
peran lebih besar dalam pengelolaan dan 
penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok 
Selatan. 
Ketiga, terkait dengan poin kedua, 
politik luar negeri Indonesia yang proaktif 
juga didukung dengan kemampuan 
pertahanan yang semakin kuat. 
Komitmen pemerintah untuk 
meningkatkan anggaran pertahanan 
sampai 1,5% dari PDB dan mencapai MEF 
pada tahun 2024 menjamin 
keberlangsungan agenda pembangunan 
kekuatan pertahanan Indonesia. Dalam 
konteks diplomasi pertahanan, 
kemampuan pertahanan yang kuat 
memberikan kredibilitas lebih besar bagi 
diplomasi pertahanan Indonesia. 
Keberlanjutan pembangunan 
kekuatan pertahanan Indonesia 
mensyaratkan rencana program 
pengadaan sistem senjata yang 
berkelanjutan pula. Sembari terus 
mengupayakan kemandirian industri 
pertahanan, pewujudan postur 
pertahanan yang tangguh harus 
didukung dengan kerjasama pengadaan 
sistem senjata dengan negara-negara 
lain,                                                                                                                                                                               
terutama untuk sistem senjata yang 
teknologinya masih belum mampu 
diproduksi oleh industri pertahanan 
dalam negeri. Kerjasama pengadaan 
senjata juga dapat dimanfaatkan untuk 
memperkuat kapasitas produksi industri 
pertahanan dalam negeri melalui 
kerjasama alih teknologi. 
Sebagaimana dijabarkan di bagian 
sebelumnya, diantara negara-negara 
pendaku di Laut Tiongkok Selatan, 
Tiongkok menjadi salah satu rekan paling 
potensial bagi Indonesia dalam hal 
kerjasama pengadaan senjata. Penguatan 
kapabilitas produksi dalam negeri dan 
ekspor senjata Tiongkok seharusnya 
dapat dimanfaatkan oleh Indonesia 
dengan memperkuat kerjasama 
pengadaan senjata. Selain sistem radar 
dan rudal yang selama ini mendominasi 
kerjasama pengadaan senjata kedua 
negara, pemerintah Indonesia juga dapat 
mulai mempertimbangkan kerjasama 
pengadaan sistem senjata yang lebih 
rumit untuk mendukung pewujudan 
postur pertahanan maritim. Paling tidak 
sejak 2010, industri pembangunan kapal 
Tiongkok telah menjadi yang paling besar 
di dunia31. Program pembangunan kapal 
militer pun kemudian diuntungkan 
                                                             
31 Li Zhengyu, “Chinese Shipbuilding and 
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dengan penguatan kapasitas manufaktur 
kapal dalam negeri Tiongkok. Ekpansi dan 
modernisasi industri pembangunan 
kapal Tiongkok telah meningkatkan 
kapasitas produksi berbagai sistem 
senjata termasuk kapal selam, kapal 
perang permukaan, pesawat udara dan 
kapal angkut militer32. Diproyeksikan 
bahwa pada tahun 2020, Angkatan Laut 
Tiongkok (People’s Liberation Army Navy) 
akan menjadi angkatan laut terbesar 
kedua di dunia, setelah AS, dengan 
bergantung pada industri galangan kapal 
dalam negeri33. 
Selain untuk memperkuat postur 
pertahanan maritim dan industri 
pertahanan Indonesia sendiri, dalam 
konteks diplomasi pertahanan                                                                                                                                                                                 
kerjasama pengadaan senjata dengan 
Tiongkok juga dapat berfungsi sebagai 
bentuk engagement. Kerjasama 
pengadaan senjata yang intensif dan 
berkelanjutan dapat memperkuat rasa 
nyaman di pihak Tiongkok untuk 
berinteraksi dengan negara-negara yang 
                                                             
32 Office of the Secretary of Defense, Annual 
Report to Congress: Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic 
of China 2016 (Washington, D.C., 2016), 80. 
33 Andrew S. Erickson, “Steaming Ahead, Course 
Uncertain: China’s Military Shipbuilding 




berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan, 
termasuk negara-negara pendaku. 
Selain itu, kerjasama pengadaan senjata, 
sebagaimana disinggung diatas, juga 
dapat mempromosikan norma-norma 
transparansi dan pembangunan rasa salin 
percaya. Asumsinya, semakin rumit 
sistem senjata yang dikerjasamakan dan 
di-alih-teknologi-kan, semakin besar pula 
transparansi dan rasa saling percaya 




Penelitian ini sudah menjelaskan 
sengketa di wilayah Laut Tiongkok 
Selatan dengan meninjau persepsi satu 
negara atas klaim kedaulatannya di Laut
Tiongkok Selatan maupun ketidakjelasan 
persepsi satu atau beberapa negara atas 
persepsi kedaulatan satu negara 
terhadap kawasan perairan ini. Hal ini 
penting untuk dielaborasi dan menjadi 
landasan penelitian ini yang membangun 
persepsi bahwa sengketa di Laut 
Tiongkok Selatan dapat dikelola dengan 
lebih baik apabila negara-negara di 
kawasan dapat melakukan upaya ini 
dengan memahami apa persepsi negara-
negara yang berkepentingan di Laut 
Tiongkok Selatan. Selanjutnya, setelah 
dapat memahami persepsi masing-
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masing negara yang berkepentingan 
tersebut, negara-negara di kawasan juga 
perlu untuk menemukan satu mekanisme 
yang dapat menciptakan saling 
kepercayaan antara satu pihak dengan 
pihak lain. Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi negara-
negara pendaku kedaulatan di Laut 
Tiongkok Selatan dibangun berdasarkan 
faktor bukti sejarah, eksistensi aktivitas 
ekonomi dan pelaksanaan fungsi 
administratif (khususnya dalam konteks 
klaim Tiongkok, dan Vietnam) dan faktor 
legal, terutam setelah meratifikasi 
Konvensi Hukum Laut Internasional atau 
UNCLOS (khususnya dalam konteks klaim 
Filipina, Malaysia, dan Brunei). 
Penelitian ini juga sudah 
menjelaskan bahwa salah satu upaya 
yang dapat ditempuh untuk mencapai 
tujuan tersebut di atas adalah dengan 
memaksimalkan diplomasi pertahanan di 
antara negara-negara yang memiliki 
kepentingan di Laut Tiongkok Selatan. 
Penelitian ini juga sudah menjelaskan 
argumen bahwa Indonesia merupakan 
negara yang sangat berpotensi 
memaksimalkan aktivitas diplomasi 
pertahanan adalah Indonesia, dengan 
beberapa pertimbangan. Pertama, 
Indonesia bukan merupakan negara 
pendaku dalam sengketa LCS                                                                                                                                                                          
sehingga dapat mempertahankan posisi 
netralnya di tengah benturan 
kepentingan negara-negara pendaku 
lainnya. Terkait dengan posisi netral ini, 
Indonesia telah berkampanye akan 
memainkan peran sebagai honest broker 
dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. 
Kedua, Indonesia adalah primus inter 
pares di Asia Tenggara. Untuk masalah 
Laut Tiongkok Selatan, pemerintahan 
Beijing pada dasarnya bersengketa 
dengan negara-negara Asia Tenggara dan 
Indonesia adalah negara terbesar di Asia 
Tenggara dan tidak memiliki klaim 
kedaulatan di wilayah perairan ini. Hal ini 
sudah semestinya menjadi dasar bagi 
peran Indonesia yang lebih besar dalam 
mencarikan solusi damai sengketa Laut 
Tiongkok Selatan. Ketiga, Tiongkok tidak 
dapat menafikan kenyataan bahwa 
Indonesia adalah negara yang memiliki 
potensi ekonomi terbesar dan 
pertumbuhan ekonomi tertinggi di 
kawasan. Dengan realitas ekonomi 
tersebut, Tiongkok juga membutuhkan 
Indonesia dan hal ini seharus sudah 
menjadi posisi tawar Indonesia dalam 
bernegosiasi mencegah konflik serta 
mencari solusi damai dengan Tiongkok. 
Keempat, Indonesia telah meningkatkan 
aktivitas diplomasi pertahanan sejak awal 
tahun 2000an dan karakter utama
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diplomasi pertahanan Indonesia 
bertujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan antar-negara (confidence 
building measures). 
Walaupun bukan merupakan negara 
pendaku, namun dinamika yang terjadi di 
kawasan ini menghasilkan setidak-
tidaknya tiga persepsi ancaman keamana 
bagi Indonesia, yang meliputi keamanan 
di Kepulauan Natuna, keutamaan 
UNCLOS, dan persaingan kekuatan besar 
ekstra regional. Berdasarkan potnsi 
ancaman tersebut, kepentingan 
Indonesia di Laut Tiongkok Selatan juga 
telah diidentifikas menjadi tiga hal. 
Pertama, Indonesia berkepentingan 
untuk menjaga agar potensi konflik di 
Laut Tiongkok Selatan dapat terkelola 
dan stabilitas kawasan dapat terjaga. 
Sebagai sebuah negara yang juga sedang 
tumbuh secara ekonomi, ketidakstabilan 
di kawasan, apalagi konflik bersenjata 
dalamskala besar, akan sangat merugikan 
Indonesia. Kedua, Indonesia 
berkepentingan untuk mempertahankan 
kedaulatan wilayah dan integritas 
teritorial di tengah potensi konflik di Laut 
Tiongkok Selatan. Meskipun                                                                                                                                                                                
tetap bersikukuh dengan posisi 
diplomatiknya sebagai bukan negara 
pendaku di sengketa wilayah di Laut 
Tiongkok Selatan, para pengambil 
kebijakan di Indonesia dan Tiongkok 
paham betul bahwa klaim wilayah 
Tiongkok tumpang tindih dengan zona 
ekonomi ekslusif Indonesia di 
perairan sekitar Kepulauan Natuna. 
Akibat tumpang tindih batas wilayah 
perairan tersebut, Indonesia telah 
mengalami kerugian yang tidak sedikit 
dari berbagai aktivitas ilegal di kawasan 
perairannya. 
Dalam menghadapi berbagai 
masalah di atas, penelitian ini 
menunjukkan bahwa pendekatan 
diplomasi selama ini menjadi fokus utama 
pemerintah Indonesia dalam menangani 
isu Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah 
aktivitas diplomatik, baik bilateral 
maupun multilateral, telah dijalankan 
pemerintah Indonesia terutama sejak 
dekade 1990-an. Memasuki abad 
ke-21, unsur-unsur pertahanan mulai 
memperkuat pendekatan diplomatik 
Indonesia di isu Laut Tiongkok Selatan. 
Hal ini dimungkinkan dengan konsolidasi 
demokrasi dan reformasi sector 
keamanan yang mulai menampakkan 
hasilnya pada dekade 2000-an. 
Perkembangan wacana diplomasi
pertahanan pun mulai menjadi bahasan 
parenial di lingkungan komunitas 
pertahanan dapat dilihat, salah satunya, 
melalui buku putih pertahanan yang dirilis 
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oleh Kementerian Pertahanan. Bagi 
Indonesia, diplomasi pertahanan 
merupakan upaya Indonesia untuk 
meredam konflik internasional dengan 
memperbesar persamaan dan 
memperkecil perbedaan diantara pihak 
yang terlibat dalam konflik. 
Secara teoritis, diplomasi 
pertahanan yang dilakukan oleh 
Indonesia bertujuan untuk meminimalisir 
dampak dari mispersepsi diantara 
negara-negara yang berkepentingan di 
Laut Tiongkok Selatan. Sebagaimana 
dibahas di bagian sebelumnya, 
mispersepsi dapat mengakibatkan 
ketegangan atau bahkan konflik 
bersenjata antar negara ketika negara-
negara tersebut saling menaksir terlalu 
tinggi ancaman yang dihadirkan satu 
sama lain. Oleh karena itu, melalui 
diplomasi pertahanan Indonesia 
mencoba untuk memperkecil 
peluang meningkatnya ketegangan di 
Laut Tiongkok Selatan dengan 
meningkatkan rasa saling percaya 
(confidence-building measures) dan 
transparansi terkait intensi                                                                                                                                                                              
dan kapabilitas diantara negara-
negara yang berkepentingan. 
Peningkatan intensitas dan kualitas 
interaksi antara negara-negara yang 
bersengketa, setidaknya secara teoritis, 
dapat meminimalisir peluang terjadinya 
konflik akibat mispersepsi. Hal ini 
terutama penting mengingat pihak-pihak 
tertentu yang terlibat dalam sengketa 
Laut Tiongkok Selatan, khususnya 
Tiongkok, selama ini diragukan 
intensinya. 
Saran 
Berdasarkan argumen dan temuan yang 
ada, penelitian ini menyampai beberapa 
saran sebagai berikut. Pertama, 
mempertimbangan posisi Indonesia 
sebagai negara non-pendaku 
memberikan ruang diplomatik yang 
relatif besar bagi Indonesia untuk terlibat 
aktif mengelola potensi konflik di Laut 
Tiongkok Selatan melalui aktivitas 
diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, 
Indonesia perlu terus melanjutkan 
perannya sebagai honest broker dalam 
menengahi negara-negara pendaku Laut 
Tiongkok Selatan. Kedua, Indonesia perlu 
melaksanakan diplomasi pertahanan 
yang lebih aktif dengan Tiongkok yang 
diselaraskan dengan arah kebijakan luar 
negeri yang semakin aktif dan outward 
looking terutama pada dua pemerintahan
terakhir yang dipimpin oleh Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Ketiga,  
Indonesia perlu terus melanjutkan 
program transformasi militer dan 
modernisasi pertahanan yang telah ada 
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guna mendukung agar semakin 
efektifnya pelaksanaan diplomasi 
pertahanan. Dalam konteks diplomasi 
pertahanan, kemampuan pertahanan 
yang kuat memberikan kredibilitas lebih 
besar bagi diplomasi pertahanan 
Indonesia.   
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